KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-02/PJ/2012

TENTANG

PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN

Menimbang

Mengingat

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

. bahwa untuk penyajian aset berupa piutang pajak di

neraca dengan nilal bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value), perlu membentuk penyisihan piutang
pajak tidak tertagih;

. bahwa untuk membentuk penyisihan piutang pajak tidak

tertagih, perlu menggolongkan kualitas piutang pajak;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang
Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penggolongan
Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan
Piutang Pajak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Peraturan...



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010
tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/lLembaga
dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
565);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG

PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN CARA
PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1.

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak
sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum
dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang pajak berdasarkan
penggolongan kualitas piutang pajak.

Kualitas Piutang Pajak adalah hampiran atas ketertagihan piutang pajak
yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh
Penanggung Pajak.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas
pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,
Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Taﬁggal Laporan Kecuangan adalah tanggal 30 Juni untuk penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran atau tanggal 31 Desember untuk
penyusunan Laporan Keuangan Tahunan.

Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan piutang
pajak. '
7. Barang...



(1)

(2)

Barang Sitaan adalah barang Penanggung Pajak yang dijadikan jaminan

git}ting pajak sesuai dengan hasil penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita
ajak. '

Agunan adalah barang yang diserahkan oleh Wajib Pajak sebagai jaminan
dalam rangka permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang

pajak- sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. N

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan. -

Pasal 2

Untuk tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Kepala Kantor Pelayanan
Pajak wajib melakukan penilaian atas Kualitas Piutang Pajak berdasarkan
kondisi Piutang Pajak pada Tanggal Laporan Keuangan untuk membentuk
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib memantau dan mengambil langkah-
langkah yang diperlukan agar Piutang Pajak yang telah disisihkan
senantiasa dapat direalisasikan.

Pasal 3
Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas lancar, kualitas
kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.
Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas lancar apabila:
a. belum jatuh tempo;

b. telah jatuh tempo tetapi belum diberitahukan Surat Paksa; atau

¢ telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan
Pembayaran  Pajak dan  belum melewati  batas  waktu
angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.

(3) Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:

o telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan
Pembayaran Pajak  tetapi  telah melewati  batas  waktu
angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;

b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
c. telah diberitahukan Surat Paksa; atau

d. telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang
Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak

yang menjadi dasar penyltaan yang tercantum dalam Berita Acara
Pelaksanaan Sita.

(4) Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:

a. telah...



a. tellah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang
Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai
dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang

pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita
Acara Pelaksanaan Sita;

b. sedang diajukan keberatan atau banding;
c. Wajib Pajak Non Efektif (NE);

d. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk
dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan dan belum diusulkan untuk dihapuskan.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas macet apabila:
a. hak penagihannya telah daluwarsa; atau

b. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk
dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan dan telah diusulkan untuk dihapuskan. '

Dalam hal Piutang Pajak yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan
Sita terdiri lebih dari satu dasar penagihan pajak, terhadap Piutang Pajak
yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut berlaku
Kualitas Piutang Pajak yang sama.

Pasal 4

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:
a. 5%o (lima permil) dari piutang pajak dengan kualitas lancar;

b. 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas kurang lancar
setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan;

c. 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas diragukan
setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan;
dan

d. 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas macet
setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan.

Agunan atau Barang sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutang Pajak
diperhitungkan sama dengan sisa Piutang Pajak.

Nilai Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebesar:

a. 100% (seratus persen) dari Agunan berupa surat berharga yang

diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank,
tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia,

b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atas tanah
bersertifikat hak milik (HM) atau hak guna bangunan (HGB) berikut
bangunan di atasnya;

c. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atas tanah

bersertifikat hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai,
berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;

d. 50%...



(5)

(1)

(2)

(2)

d. 50% .(hma puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atas tanah dengan
bukt% kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) a?siu
buktl kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir;,

e. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan
kapal laut dengan ist kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik;

f. 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan
bermotor; dan

g. 50% (lima pu{uh persen} dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan
kendaraan bermotor yang tidak diikat sesual ketentuan yang berlaku
dan disertai bukti kepemilikan.

Nilai Barang Sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam
pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:

a. 100% ({seratus persen) dari Agunan berupa surat berharga yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank,
tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mula;

b. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atas tanah
bersertifikat hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakali,
berikut bangunan di atasnya,

c. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atas tanah dengan
bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau
bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir; dan

d. 50% (lima puluh persen) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan
kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan.

Agunan selain yang dimaksud pada ayat (3) dapat diperhitungkan sebagai
faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak
Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Barang sitaan selain yang dimaksud pada ayat (4) tidak diperhitungkan
sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak
Tidak Tertagih.

Pasal 5

Nilai agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf g dan Pasal 4 ayat (4) huruf d bersumber dari nilai yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal sumber nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, Agunan atau Barang Sitaan tidak
diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Pajak Tidak
Tertagih.

Pasal 6

Pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih disajikan per jenis
pajak. _ :
Nilai Agunan atau Barang Sitaan dikurangkan dari masing-masing dasar

penagihan pajak secara proporsional.
Pasal 7...



-6-

Pasal 7

Cara penghitungan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih adalah
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka tata cara
penggolongan kualitas piutang pajak dan cara penghitungan penyisihan
piutang pajak yang tidak sesual dengan ketentuan Peraturan Dircktur
Jenderal Pajak ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulal berlaku untuk penyusunan
Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 201 1.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2012

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ﬁqRAHMANY <
£411111981121001
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LAMPIRAN
Peraturan Direktur Jendera! Pajak

Nomor : PER-02/PJ/2012
Tanggal : 25 Januari 2012
CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK
Pada tanggal 31 Desember 2011, KPP Pratama ABC memiliki Piutang Pajak dengan rincian sebagai berikut:
Nama Nomor Nilai T . | Tensgeal Tindakan Nilai
No| NPWP ilai angg b :
WP Ketet P : Jatuh Jenis Pajak Penagihan Agunan/Barang Keterangan
etetapan | Piutang (Rp) | Ketetapan | 1oy, Terakhir Sitaan (Rp)
1| asaaa|PTA 00001 | 300.000.000 | 06/05/04 | 05/06/04 | EER: Pasal 25 Nilai sita lebih
p Badan Pelaksanaan 400.000.000 | 42t 25% dari
aa.aaa | PT A 00002 | 200.000.000 | 07/05/05 | 06/06/05 { PPN Sita MV nilai piutang
3 aa.aaa | PT A 00003 | 500.000.000 | 08/07/03 | 07/08/03 | PPh Pasal 23 pajak
4 aa.aaa | PT A 00004 | 400.000.000 | 15/11/11 | 14/12/11 | PPh Pasal 21 Surat
Teguran
5| bbbbb|PrB 00005 | 450.000.000 | 08/06/11 | 07/07/11 | PPN 450.000.000 | D AnESHTER 12
WP fidak
3] ccecee |GV C 00006 PPh Pasal 25 Q%@ﬁmﬂaﬁwwgu
500.000.000 | 06/03/04 | 05/04/04 | o 0 = Surat Paksa belum diusulkan
penghapusan
WP bubar, telah
7 dd.ddd | PT D 00007 | 500.000.000 | 07/03/04 | 06/04/04 | L0 Pasal 25 | qy1at Paksa diusulkan
adarn penghapusan
8 ce.cee | Tuan M 00008 | 540.000.000 | 23/09/07 | 22/10/07 www Pasal 25 Nilai sita kurang
Pelaksanaan dari 25% dari
9 ee.eee | Tuan M 00009 | 360.000.000 | 12/07/06 | 11/08/06 Mwwwwvmmu 4 Sita 200.000.000 | 34 piutang
10 ee.cee | Tuan M 00010 | 900.000.000 | 02/03/06 | 01/04/06 | PPN pajal
11 ee.ece | Tuan M 00011 30.000 | 03/02/98 | 02/03/98 | PBB Surat Sudah daluwarsa
Teguran
12 ff.£ff { Tuan N 00012 | 750.000.000 | 13/03/06 | 12/04/06 | PPh Pasal 23 Surat Paksa

Berdasarkan...




0.

Berdasarkan data di atas, cara penghitungan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. Menentukan penggolongan Kualitas Piutang yaitu sebagai berikut:

Nama

Nomor

Nilai

Kualitas

No | NPWP
WP Ketetapan | Piutang (Rp) Piutang Alasan .
1 aa.aaa { PT A 00001 | 300.000.000 | kurang lancar o . . . .
2 aa.aaa | PT A 00002 | 200.000.000 | kurang lancar Z.nm.H vm rang mﬁm,.,m.: lebih dari 25% dar1
3 nilai piutang pajak
aa.aaa | PT A 00003 | 500.000.000 | kurang lancar
4 1 aaaaa|PTA 00004 | 400.000.000 | lancar Belum diberitahukan Surat Paksa
5 | bb.bbb | PT B 00005 | 450.000.000 | lancar Belum melewati batas waktu angsuran
12 bulan
6 cc.cee | CV C 00006 | 500.000.000 | diragukan WP tidak ditemukan dan belum
diusulkan penghapusan
7 | dd.ddd | PTD 00007 | 500.000.000 | macet WP bubar dan telah diusulkan
penghapusan
8 ee.eee | Tuan M 00008 | 540.000.000 | diragukan . . .
9 | eccee | Tuan M 00009 | 360.000.000 | diragukan Nilai barang sitaan kurang dan 25%
10 - dari nilai piutang pajak
ee.eee | Tuan M 00010 | 900.000.000 | diragukan
11 ee.eee | Tuan M 00011 30.000 | macet Piutang pajak telah daluwarsa
12 ff.fff | Tuan N 00012 | 750.000.000 | kurang lancar | Telah diberitahukan Surat Paksa

2. Mengidentifikasi...
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2. Mengidentifikasi Agunan/Barang Sitaan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang Piutang Pajak.
Wajib Jenis B Taksiran Persentase Nilai yang
No i enis barang : . Harga/Nilai Aset Faktor Nilai yan D t
: Bukti K 1 yang apa
Pajak Sitaan/Agunan ukti Kepemilikan yang tercantum Pengurang Keterangan Dapat Dikurangkan
dalam BAPS {Rp) Dikurangkan (Rp)
HH 2 3 4 5 6 7 8 9
PT A Mobil BPKB a.n PT A 185.000.000 | Tidak Dapat | Tidak bersumber dari nilai yang - -
dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang
Komputer Kwitansian PT A 5.000.000 ) Tidak Dapat | Tidak termasuk barang sitaan - -
yang bisa diperhitungkan
menurut pasal 4 ayat (4]
Tanah SHM a.n PT A 150.000.000 | Dapat SHM bisa didapatkan dan NJOP 60% 90.000.000
bisa diketahui .
Rekening Rekening a.n PT A 60.000.000 | Dapat Sudah diblokir dan disita, 100% 60.000.000
3 menunggu pemindahbukuan
umlah 400.000.000 Jumlah 150.000.000
2 |Tuan M | Sepeda motor BPKB a.n Tuan M 20.000.000 | Tidak Dapat | Tidak bersumber dari nilai yang - -
dikeluarkan cleh instansi yang
berwenang
Tanah SHM a.n Tuan M 100.000.000 | Dapat SHM bisa didapatkan dan NJOP 60% 60.000.000
bisa diketahui
Sawah Surat Girik a.n 80.000.000 | Dapat Surat Girik dan SPPT bisa 50% 40.000.000
Tuan M didapatkan dan NJOP bisa
T am diketahui
umla 200.000.0C0 Jumlah 100.000.000
3 |PTB Mohil BPKB a.n PT B 200.000.000 | Tidak Dapat | Tidak bersumber dari nilai yang - -
dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang
Tanah SHM a.n PT B 250.000.000 | Tidak Dapat | SHM tidak bisa didapatkan - -
Jumlah 450.000.000 Jumlah 0

3. Alokasi...



3. Alokasi nilai aset Agunan/Barang Sitaan yang dapat dikurangkan atas nilai Piutang Pajak secara proporsional

4.

No | Waiib No. Nilai Piutang b mnmmﬂﬂwﬂwwﬁm Persentase | Penyisihan Plutang
° Pajak | Ketetapan (Rp) Piutang dapat diperhitungkan Faktor Pajak Tidak Tertagih
per Kohir (Rp) Pengali (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8=(4-6]*7

I |PTA 00001 300.000.000 30% 45.000.000 10% 25.500.000
00002 500.000.000 20% 30.000.000 10% 17.000.000
00003 500.000.000 50% 75.000.000 10% 42.500.000

Jumiah 1.000.000.000 100% 150.000.000 85.000.000

2 |TuanM | 00008 540.000.000 30% 20.000.000 50% 255.000.000
00009 360.000.000 20% 20.000.000 50% 170.000.000
00010 900.000.000 S50% 50.000.000 50% ~ 425.000.000

Jumlah 1.800.000.000 100% 100.000.000 850.000.000

3 |PTB 00005 450.000.000 100% 0 0,5% 2.250.000

Jumlah 450.000.000 100% 0 2 250.000

4. Menghitung...



4. Menghitung nilai Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih untuk masing-masing jenis pajak

_-5-

Nilai Barang -
Sitaan/Agunan Persentase Penyisihan
Nama Nomor Nilai Piutan . . Kualit Piutang Pajak
No | NPWP g as g ra)
WP Ketetapan (Bp) Jenis Pajak yans dapat Piutang Faktor Tidak Tertagih
diperhitungkan Pengali R
R (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5-7)*9
1 aa.aaa | PTA 00001 300.000.000 | PPh Pasal 25 45.000.000 | kurang lancar 10% 25.500.000
Badan
2 aa.aaa | PTA 00002 200.000.000 | PPN 30.000.000 | kurang lancar 10% 17.000.000
3 aa.aaa | PTA 00003 500.000.000 | PPh Pasal 23 75.000.000 | kurang lancar 10% 42.500.000
4 aa.aaa | PTA 00004 400.000.000 | PPh Pasal 21 0 | lancar 0,5% 2.000.000
5 bb.bbb | PT' B 00005 450.000.000 | PPN 0 | lancar 1% 2.250.000
6 cc.cee | CV C 00006 500.000.000 | PPh Pasal 25 0 | diragukan 50% 250.000.000
Badan
7 dd.ddd | PT D 00007 500.000.000 | PPh Pasal 25 0 | macet 100% 500.000.000
Badan
8 ee.eee | Tuan M 00008 540.000.000 | PPh Pasal 25 diragukan S50% 255.000.000
OP 30.000.000
9 ee.eee | Tuan M 00009 360.000.000 | PPh Pasal 4 diragukan 50% 170.000.000
ayat (2] 20.000.000
10 ge.ecee | Tuan M 00010 900.000.000 | PPN 50.000.000 diragukan 50% 425.000.0600
11 ee.ece | Tuan M 00011 30.000 | PBB 0 | macet 100% 30.000
12 ff.iff | Tnan N 00012 750.000.000 | PPh Pasal 23 0 | kurang lancar 10% 75.000.000
Jumlah 5.400.030.000 Jumlah 1.764.280.000

Rekapitulasi...
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Rekapitulasi nilai Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih untuk masing-masing jenis pajak

) : Penyisihan Piutang Pajak Tidak
No Jenis Pajak Y Tertagih mﬁ&_
i 2 3
1 PPh Pasal 25 Badan 775.500.000,00
2 | PPh Pasal 25 OP 255.000.000,00
3 | PPh Pasal 23 117.500.000,00
4 | PPh Pasal 21 2.000.000,00
5 | PPN _ 444 .250.000,00
6 | PPh Pasal 4 ayat (2) 170.000.000,00
7 | PBB 30.000,00
Jumlah 1.764.280.000,00




